BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

D

PPKAD Kabupaten Banyumas menyikapi momentum berakhirnya tahun anggaran 2016 dan dalam rangka memenuhi terselenggaranya pemerintahan yang Good Governance atau penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang transparan parsipatif, dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntable) sesuai yang diamanatkan  Tap MPR RI Nomor XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tata cara penyusunannya terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai benruk pertanggung jawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban periodik, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan selama satu tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu sistem ini juga memberikan informasi berupa pencapaian kinerja pejabat serta sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari informasi yang diberikan ini, masyarakat (selaku pemberi wewenang) akan dapat menilai sejauh mana kinerja pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Tentunya informasi yang diberikan harus lengkap dan komprehensif meliputi seluruh kewenangan yang diberikan dan sumber daya/dana yang dimilki.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya LKjIP DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Tujuan penyusunan LKjIP DPPKAD Kabupaten Banyumas  Tahun 2016 adalah : 

1) Mempertanggung jawabkan kinerja DPPKAD Kabupaten Banyumas  kepada Bupati Banyumas dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. 
2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal DPPKAD Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.
C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016  adalah sebagai berikut  :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012  tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 
D. GAMBARAN UMUM DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS
Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2011, DPPKAD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas pokok, melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah daerah sub bidang administrasi keuangan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menyelenggarakan fungsi antara lain :
1. Perumusan kebijakan teknis administrasi keuangan daerah ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup administrasi keuangan daerah ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup administrasi keuangan daerah ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Secara lebih detail Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas 
a. Subag Umum
b. Subag Bina Program
c. Subag Keuangan
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
b. Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran
4. Kepala Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan
a. Seksi Pelayanan
b. Seksi Penagihan dan Keberatan
c. Seksi Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan
5. Bidang Anggaran
a. Seksi Penyusunan Anggaran
b. Seksi Bina Keuangan Daerah
6. Bidang Perbendaharaan
a. Seksi Belanja Langsung
b. Seksi Belanja Tidak Langsung
c. Seksi Kas Daerah
7. Bidang Aset dan Akuntansi
a. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
b. Seksi Penatausahaan Aset
c. Seksi Akuntansi
Bagan Struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Banyumas sebagai berikut:















Kemudian susunan kepegawaian dan perlengkapan pada DPPKAD Kabupaten Banyumas keadaan s.d Bulan Desember 2016, dapat dilihat pada Tabel I dan Tabel II dibawah ini  :

TABEL I

Jumlah Karyawan/wati DPPKAD Kab Banyumas berdasarkan golongan 

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1.
	I
	1 orang
	

	2.
	II
	25 orang
	

	3.
	III
	66 orang
	2 orang diperbantukan di KPU Kabupaten Banyumas

	4.
	IV
	9 orang
	

	JUMLAH  :
	101 orang
	


TABEL II
Jumlah Karyawan/wati DPPKAD Kab Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan 

	NO
	GOLONGAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1.
	S2
	11 orang
	

	2.
	S1
	41 orang
	2 orang diperbantukan di KPU Kabupaten Banyumas

	3.
	Diploma
	12 orang
	

	4.
	SMA
	34 orang
	

	5.
	SMP
	1 orang
	

	6.
	SD
	2 orang
	

	JUMLAH  :
	101 orang
	


Untuk menunjang pelaksanaan operasional kedinasan, DPPKAD Kabupaten Banyumas  mempunyai perlengkapan  yang cukup memadai seperti tertera pada Tabel III dibawah ini  :
TABEL III

DAFTAR BARANG INFENTARIS DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS

	NO
	JENIS BARANG
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1.
	Bangunan Gedung 
	1 Unit 
	2 (dua) lantai

	2.
	Kendaraan Dinas roda empat
	9 unit
	-

	3.
	Kendaraan Dinas roda dua
	43 unit
	-

	4.
	Komputer
	50 unit
	10 unit rusak

	5.
	Laptop/Note Book
	40 unit
	5 unit rusak

	6.
	Printer
	35 unit
	5 unit rusak

	7.
	Meja ½ biro
	93 unit
	-

	8.
	Meja 1 biro
	8 unit
	-

	9.
	Kursi
	150 unit
	-

	10.
	Meja/kursi tamu
	9 set
	-

	11.
	Lemari buku
	25 unit
	-

	12.
	Televisi
	3 unit
	-

	13.
	LCD
	2 unit
	-

	14.
	AC
	18 unit
	-

	15.
	Mesin cusi
	1 unit
	-

	16.
	Sound sistem
	1 set
	-

	17.
	Meja Rapat
	15 unit
	-

	18.
	Kursi tunggu
	22 unit
	-


E.  SISTEMATIKA LKjIP DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
Sistematika penyusunan LKjIP DPPKAD Kabupaten Banyumas  Tahun 2016, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika penyusunan LKjIP, serta Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Banyumas 
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 
Menguraikan tentang Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Banyumas, Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang menjadi acuan pengukuran kinerja. 
BAB III Akuntabilitas Kinerja 
Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja DPPKAD Kabupaten Banyumas.
 BAB IV Penutup 

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja DPPKAD Kabupaten Banyumas, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya. 
Lampiran 
Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Penetapan Kinerja,  dalam Pencapaian Sasaran dan lampiran-lampiran lainnya.
BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

TAHUN 2016
A. PERENCANAAN KINERJA
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis  merupakan  langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  instansi  pemerintah  agar  mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan  pendekatan  perencanaan  strategis yang  jelas  dan  sinergis,  instansi pemerintah  lebih dapat  menyelaraskan visi  dan  misinya dengan  potensi, peluang,  dan kendala yang dihadapi  dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana   strategis   merupakan   proses   sistematis   dan   berkelanjutan   dari pengambilan  keputusan  yang  berisiko  tentang  masa  depan,  dengan  memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang  antisipatif,  dan  mengkoordinasikan  secara sistematis  usaha-usaha  melaksanakan  keputusan  tersebut  serta  mengukur  hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Penyusunan  Laporan Kinerja  DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016  disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) periode tahun 2013 – 2018,  Mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas periode tahun 2013 – 2018 adalah MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah :
1. MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ;
2. PERBAIKAN TATA KELOLA KEUANGAN ;

3. PERUBAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DARI CASH BASIC MENJADI ACCRUAL BASIC ;

4. MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Visi dan Misi DPPKAD  Kabupaten Banyumas, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 5 (lima) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan/tujuan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan  program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Perda dan Peraturan/Keputusan Bupati. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya yang menjadi tugas dan fungsi DPPKAD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Kinerja

	1.
	Meningkatkan pendapatan daerah
	Tercapainya  realisasi pendapatan daerah yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun ketahun, dimanfaatakan untuk pembangunan daerah

	· Meningkatnya pendapatan yang bersumber dari PAD ;
· Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi pusat, provonsi dan instansi terkait lainnya berkaitan dengan dana DAK, DAU, Bantuan Keu  dll ;
· Terlaksananya penetapan, pembetulan dan pemeriksaan pajak daerah tepat waktu ;
· Terlayaninya para wajib pajak di dalam mengurus administrasi beserta kewajibannya ;
· Terdaftar dan terdatanya obyek dan subyek pajak secara terus menerus.

	2.
	Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel
	Terwujudnya pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel
	· Tersusunnya buku SSH dan perubahannya sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan ;

· Terlaksananya bintek, seminar, diklat, koordinasi dan konsultasi serta pelatihan lainnya dalam rangka pengembangan SDM 
· Terealisasinya pelayanan kasda dan laporan arus kas (cash flow) serta terkendalinya pengeluaran kasda ;

	
	
	
	· Terlaksananya verifikasi belanja langsung sesuai aturan yang berlaku, tercetaknya SP2D belanja langsung dan terkendalinya pengeluaran belanja langsung

	
	
	
	· Terlaksananya verifikasi belanja tidak langsung sesuai aturan yang berlaku, tercetaknya SP2D belanja tidak langsung dan terkendalinya pengeluaran belanja tidak langsung

	
	
	
	· Terbitnya sertifikat tanah serta pemanfaatan aset yang berhasil dan berdaya guna

	
	
	
	· Tersusunnya dokumen Perubahan  KUA/PPAS/APBD TA 2016 dan KUA/PPAS/APBD TA 2017

	
	
	
	· Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD serta laporan keuangan sesuai SAP

	
	
	
	· Terlaksananya monitoring kepada calon penerima bantuan 

	
	
	
	· Terlaksananya sistem manajemen pengeloaan administrasi barang daerah

	3.
	Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian


	Terwujudnya tata pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel yaitu  taat pada norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
	· Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan desa



	
	
	
	· Tersedianya satu sistem informasi yang handal dan pedoman pengelolaan keuangan yang akuntabel

	
	
	
	· Tersedianya data barang milik daerah yang akurat

	
	
	
	· Terinci dan terdatanya tunggakan PBB P2 s.d Tahun 2012

	
	
	
	· Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD


Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang meliputi: 
1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan dengan identifikasi antara lain :

a. Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan lainnya ;

b. Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efesien dan efektif serta proporsional ;

c. Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku.

2. Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, dengan identifikasi antara lain :

a. Melakukan perbaikan dalam pencatatan dan penyajian aset tanah  ;

b. Melakukan perbaikan data aset tetap lainnya selain tanah ;

c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data aset ;

d. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah.
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan 

a. Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah, mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah ;

b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan, yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ;

c.   Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah
a. yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Kebijakan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan untuk pinjaman daerah belum ada rencana untuk melakukan pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal (investasi) untuk BUMD dan PT Bank Jateng, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2016 DPPKAD  Kabupaten Banyumas  telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK)  dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh  DPPKAD  Kabupaten Banyumas   Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masayarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun  2013 – 2018.
Rincian penetapan kinerja DPPKAD  Kabupaten Banyumas tahun 2016  adalah sebagai berikut :

	PENETAPAN KINERJA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS                               TAHUN 2016


	
	
	
	

	NO.
	PRIORITAS/SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET 2016 

	1.
	Meningkatkan pendapatan daerah
	Meningkatnya pendapatan yang bersumber dari PAD
	100 %

	
	
	Terlaksananya intensifikasi PAD
	1.000 WP

	
	
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi pusat, provinsi dan instansi terkait lainnya berkaitan dengan dana DAK, DAU, Bantuan Keu  dll ;
	24 kali

	
	
	Terdaftar dan terdatanya para WP beserta obyek pajaknya  secara maksimal dan berkelanjutan 
	24 WP baru
1.128 data WP non PBB

	
	
	Terlaksananya penetapan, pembetulan, dan pemeriksaan pajak daerah
	1.024 WP

	
	
	Terlaksananya pelayanan kepada para wajib pajak secara optimal
	1.000 WP

	2.
	Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel
	Terselesaikannya kasus kerugian daerah ;


	4 jenis kasus

	
	
	Tersusunnya buku SSH dan perubahannya ;
	2 dokumen

	3.
	Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
	Terlaksananya bintek, seminar, diklat, koordinasi dan konsultasi serta pelatihan lainnya dalam rangka pengembangan SDM 

	15 kali, 30 orang

	
	
	Terealisasinya pelayanan kasda dan laporan arus kas (cash flow) serta terkendalinya pengeluaran kasda ;
	86 SKPD

	
	
	Terlaksananya verifikasi belanja langsung sesuai aturan yang berlaku, tercetaknya SP2D belanja langsung dan terkendalinya pengeluaran belanja langsung
	18.000 lembar SP2D

	
	
	Terlaksananya verifikasi belanja tidak langsung sesuai aturan yang berlaku, tercetaknya SP2D belanja tidak langsung dan terkendalinya pengeluaran belanja tidak langsung
	5.000 lembar SP2D

	
	
	Pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian aset yang maksimal
	1 paket

	
	
	Tersusunnya dokumen perubahan KUA/PPAS/APBD tahun 2016, KUA/PPAS/APBD tahun 2017
	4 dokumen

	
	
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD serta laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah
	1 dokumen

	
	
	Terlaksananya monitoring kepada calon penerima bantuan
	10.000 calon penerima

	
	
	Terlaksananya sistem manajemen pengeloaan administrasi barang daerah

	1 paket

	
	
	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan desa
	86 SKPD & 300 desa

	
	
	Tersedianya data barang milik daerah yang akurat
	1 paket, 86 SKPD

	
	
	Terinci dan terdatanya tunggakan PBB P2 tahun 2002 s.d tahun 2012 
	27 Kecamatan

	
	
	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD
	1 dokumen


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DPPKAD   KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016
A. PENGUKURAN KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPPKAD Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPPKAD Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 
Kemudian pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses tersebut  dilaksanakan dengan mengukur capaian setiap indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : 
	Skala
	Kategori

	91 s/d 100
	Sangat Berhasil/sangat baik

	71 s/d 90
	Cukup Berhasil/cukup baik

	55 s/d 70
	Kurang Berhasil/kurang baik

	Kurang dari 55
	Tidak Berhasil/tidak baik


Sedangkan gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut : 
	No
	Tujuan dan Sasaran
	IKU
	Capaian 
	Kategori

	1.
	Tujuan :
Meningkatkan pendapatan daerah
	Meningkatnya pendapatan yang bersumber dari PAD
	107 %
	Sangat berhasil

	a.
	Sasaran :
Tercapainya  realisasi pendapatan daerah yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun ketahun, dimanfaatakan untuk pembangunan daerah
	
	
	

	2.
	Tujuan :

Mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel
	
	
	

	a.
	Sasaran :

Terwujudnya pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel ;
	Tata kelola keuangan yang akuntabel
	100 %
	Sangat berhasil

	3.
	Tujuan :

Mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian
	
	
	

	a.
	Sasaran :

Terwujudnya tata pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel yaitu taat pada peraturan perundangan yang berlaku
	Tata kelola keuangan yang akuntabel
	100 %
	Sangat berhasil


B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA 

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga dapat digunakan untuk  perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. 

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan penetapan  target tahun berjalan dan target akhir dalam RPJMD, perbandingan dengan realisasi tahun lalu serta analisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. 

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas pada tahun 2016, yang menjadi tugas dan fungsi DPPKAD Kabupaten Banyumas  adalah sebagai berikut :
VISI : “ MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA 
             KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN ” 

Visi DPPKAD Kabupaten Banyumas diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut : 
1. Tujuan
a. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, efesien dan efektif ;
b. Menggali sumber pendapatan daerah dan meningkatkan penerimaan daerah ;
c. Meningkatkan kemampuan aparatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

2. Sasaran
Sasaran strategis yang ditetapkan DPPKAD Kabupaten Banyumas yaitu :

a. Terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel ;

b. Tercapainya pendapatan daerah yang maksimal.
Gambaran ketercapaian sasaran tersebut di breakdown lagi dan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut : 
	No
	Indikator
	Target
	Realisasi
	% Capaian
	% Kenaikan/

penurunan

	
	
	
	2016
	2015
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	2.
	Tersedianya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100%
	-

	3.
	Terlaksananaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	4.
	Tersedianya bahan logistik kantor 
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	5.
	Terkendalinya pembayaran honor  pejabat pengelola keuangan daerah
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	6.
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	7.
	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk SKPD-SKPD pengguna
	75 unit
	75 unit
	50 unit
	100 %
	-

	8.
	Terpeliharanya  secara rutin dan berkala gedung kantor
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	9.
	Terpeliharanya secara  rutin dan berkala kendaraan dinas/operasional
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	10.
	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
	12 bulan 
	12 bl
	12 bulan
	100 %
	-

	11.
	Terselenggaranya Bintek Bendahara Barang Sekolah Negeri dan UPT
	100 orang
	100 orang
	100 orang
	100 %
	-

	12.
	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	13.
	Tersusunnya standar satuan harga beserta perubahannya
	2 dok
	2 dok
	2 dok
	100 %
	-

	14.
	Terlaksananya intensifikasi PAD
	1.000.000 WP
	1.000.000 WP
	1.000.000 WP
	100 %
	-

	15.
	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100 %
	-

	16.
	Terlaksananya pelayanan administrasi kas daerah secara optimal
	86 SKPD
	86 SKPD
	86 SKPD
	100 %
	-

	17.
	Terlaksananya pelayanan belanja langsung secara optimal
	18.000 lbr SP2D
	18.000 lbr SP2D
	17.000 lbr SP2D
	100 %
	-

	18.
	Terlaksananya  pelayanan belanja tidak langsung secara optimal
	5.000 lbr SP2D
	5.000 lbr SP2D
	3.000 lbr SP2D
	100 %
	-

	19.
	Terealisasinya  sumber-sumber pendapatan Non PAD secara optimal
	24 kali koordinasi
	24 kali koordinasi
	24 kali koordinasi
	100 %
	-

	20.
	Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan desa
	86 SKPD, 300 Desa
	86 SKPD, 300 Desa
	86 SKPD, 300 Desa
	100 %
	-

	21.
	Tersedianya  sistem dan tersusunnya peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	100 %
	-

	22.
	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	100 %
	-

	23.
	Tersusunnya Perubahan KUA/PPAS/APBD Tahun 2016 dan KUA/PPAS/APBD Tahun 2017
	4 dok
	4 dok
	4 dok
	100 %
	-

	24.
	Terlaksananya Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial dan Bantuan Keuangan
	10.000 calon penerima
	10.000 calon penerima
	10.000 calon penerima
	100 %
	-

	25.
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Daerah
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	100 %
	-

	26.
	Terlaksananya Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak
	22 WP baru, 1.128 WP non PBB
	22 WP baru, 1.128 WP non PBB
	22 WP baru, 1.000 WP non PBB
	100 %
	-

	27.
	 Pelayanan Wajib Pajak secara optimal
	
	
	
	
	-

	28.
	Terlaksananya Penetapan, pembetulan dan pemeriksaan pajak daerah
	1.024.000 WP
	1.024.000 WP
	1.000.000 WP
	100 %
	-

	29.
	Terlaksananya Fasilitasi MPTP-TGR
	4 jenis kasus
	4 jenis kasus
	4 jenis kasus
	100 %
	-

	30.
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelanggaraan Akutansi
	1 paket
	1 paket
	1 paket
	100 %
	-

	31.
	Tersedianya  Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah
	12 bulan
	12 bulan
	12 bulan
	100%
	-

	32.
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	75 jenis brg cetakan
	75 jenis brg cetakan
	75 jenis brg cetakan
	100 %
	-

	33.
	Terlaksananya Cleansing PBB
	27 Kec
	27 Kec
	20 Kec
	100 %
	-

	34.
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

	100
	-
	-
	0 %
	-

	35.
	Terlaksananya Bintek bagi para Bendahara SKPD dan PPK SKPD
	60 orang
	60 orang
	-
	100
	-

	Capaian kinerja sasaran
	
	
	100 %
	


Dengan capaian kinerja sasaran 100 % mencapai 107,57 % ,maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori  baik/ berhasil. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja. Dari 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja tersebut, 34 (tiga puluh empat) capaian indikator kinerja  telah memenuhi target/melebihi*) targetnya, tetapi ada kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan  faktor teknis antara lain, kegiatan tersebut masuk dalam anggaran perubahan tahun 2016, sehingga dari segi waktu terdapat kendala. Jika dibandingkan  dengan realisasi tahun 2015, capaian kinerja sasaran prosentase meningkatnya PAD mengalami kenaikan, ini disebabkan adanya  penerimaan PAD yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, kemudian sasaran-sasaran lainnya telah tercapai dengan hasil yang memuaskan. Upaya yang akan ditempuh DPPKAD  Kabupaten Banyumas untuk menyempurnakan capaian indikator kinerja adalah  melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah secara maksimal dan terus-menerus, selain itu akan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap semua kegiatan sehingga target terpenuhi sesuai dengan rencana kerja operasional yang telah dibuat atau disusun.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sedangkan informasi biaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang terinci dijabarkan dalam 5 (lima) Program dan 35 (tiga puluh lima) dengan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :
	No.
	Sasaran  dan Program
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	I.
	Sasaran : Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan DPPKAD Kab Banyumas secara optimal
	
	
	

	
	a.
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	
	
	

	
	1.
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	41.360.000
	30.060.802
	73

	
	2.
	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	188.900.000
	184.050.000
	97

	
	3.
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
	160.600.000
	146.571.214
	91

	
	4.
	Penyediaan bahan logistik kantor
	146.920.000
	135.029.938
	92

	
	5.
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	710.000.000
	564.062.500
	79

	2.
	Sasaran : Terlaksananya tugas pokok, fungsi serta peran kelembagaan DPPKAD Kab Banyumas secara optimal
	
	
	

	
	b.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	
	

	
	6.
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	598.292.000
	231.277.000
	39

	
	7.
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
	8.961.125.000
	8.634.168.050
	96

	
	8.
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	35.000.000
	16.083.120
	46

	
	9.
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	145.000.000
	139.966.872
	97

	
	10.
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
	110.836.500
	71.758.000
	65

	3.
	Sasaran : 
	
	
	

	
	c.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	
	
	

	
	11.
	Peningkatan Sumberdaya Aparatur
	148.500.000
	143.590.000
	97

	4.
	Sasaran :
	
	
	

	
	d.
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	
	
	

	
	12.
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	35.000.000
	21.889.175
	63

	5.
	Sasaran : 
	
	
	

	
	e.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	
	
	

	
	13.
	Penyusunan Standar Satuan Harga
	150.000.000
	104.888.625
	70

	
	14.
	Intensifikasi PAD
	1.420.000.000
	517.274.829
	36

	
	15.
	Fasilitasi pengelolaan keuangan
	100.000.000
	79.515.241
	80

	
	16.
	Optimalisasi pelayanan administrasi kas daerah
	106.000.000
	66.297.725
	63

	
	17.
	Optimalisasi pelayanan belanja langsung
	120.000.000
	110.169.462
	92

	
	18.
	Optimalisasi pelayanan belanja tidak langsung
	110.000.000
	88.391.293
	80

	
	19.
	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Non PAD
	150.000.000
	120.146.180
	80

	
	20.
	Pembinaan penatausahaan keuangan SKPD dan Desa
	100.000.000
	 65.965.800
	66

	
	21.
	Pengembangan sistem dan penyusunan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	135.000.000
	83.107.066
	62

	
	22.
	Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset
	628.915.300
	305.306.040
	49

	
	23.
	Penyusunan Perubahan KUA/PPAS/APBD Tahun 2016 dan KUA/PPAS/APBD Tahun 2017
	480.801.699
	264.348.514
	55

	
	24.
	Pendampingan Bantuan Hibah, Sosial dan Bantuan Keuangan
	60.000.000
	30.837.974
	51

	
	25.
	Kegiatan Administrasi Barang Daerah
	759.945.575
	496.611.809
	65

	
	26.
	Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak
	473.126.000
	380.470.055
	80

	
	27.
	Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak
	160.000.000


	148.476.202
	93

	
	28.
	Penetapan, pembetulan dan pemeriksaan pajak daerah
	585.000.000
	474.395.894
	81

	
	29.
	Fasilitasi MPTP-TGR
	40.000.000
	28.844.605
	72

	
	30.
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyelanggaraan Akutansi
	265.000.000
	223.932.800
	84

	
	31.
	Penyediaan Jasa Listrik dan Jasa Transaksi Keuangan Daerah
	26.500.000.000
	24.955.629.114
	94

	
	32.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	1.200.000.000
	949.892.500
	79

	
	33.
	Cleansing PBB
	402.850.000
	148.124.509
	36

	
	34.
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
	200.000.000
	   -
	0%

	
	35.
	Peningkatan SDM Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD
	222.500.000
	206.800.462
	92

	
	
	JUMLAH :
	45.650.672.574
	40.079.069.606
	88,00


BAB IV

PENUTUP

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Laporan ini  disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. DPPKAD Kabupaten Banyumas  menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government). 

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja  Tahun 2016 dapat disimpulkan telah memenuhi target dengan baik
2. Capaian kinerja tertinggi ada pada sasaran Peningkatan PAD, Capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja meningkatnya pendapatan yang bersumber dari PAD.
Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2016 termasuk dalam kategori baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevalusi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

3. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya.
Lampiran – lampiran :
KEPALA DINAS





SEKRETARIS





KA SUB BAG


UMUM 





KA SUB BAG


BINA PROGRAM





KA SUB BAG


KEUANGAN





KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI





KEPALA BIDANG PERBEND





KEPALA BIDANG ANGGARAN





KEPALA  BIDANG PELAYANAN PENAGIHAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN





KA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN





KASI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET





KASI BELANJA LANGSUNG





KASI PENYUSUNAN ANGGARAN








KASI PELAYANAN





KASI PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 





KASI PENATAUSAHAAN ASET





KASI BELANJA TIDAK LANGSUNG





KASI BINA KEUANGAN DAERAH











KASI PENAGIHAN DAN KEBERATAN





KASI PENGHITUNGAN, PENETAPAN DAN ANGSURAN 





KASI AKUNTANSI





KASI KAS DAERAH





KASI DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN
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